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1. KETUA: SALDI ISRA 

 
Bismillahirrahmaanirrahiim. 
Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XVII/2019 

dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

 
 

Silakan, siapa yang hadir ini? Pemohon untuk memperkenalkan diri. 
 

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Ya. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. 
Kami datang pada kesempatan kali ini untuk permohonan perbaikan. 

Yang pertama adalah saya sendiri, Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H. 
Sebelah kiri saya ada Bapak Sukendar, S.H. Di sebelah kanan saya ada 
Bapak Joko Sutrisna, S.H., dan sebelah kanan paling ujung adalah Bapak 
Gerardus Gegen, AMK. S.H., M.H.Kes. Begitu, Yang Mulia. 

 
3. KETUA: SALDI ISRA 

 
Jadi hadir semua, ya? 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Hadir semua Kuasa Hukumnya. 
 

5. KETUA: SALDI ISRA 
 
Ini AMK, Ahli Madya Kesehatan? Lalu S.H., M.H.Kes. Nanti kalau jadi 

doktor, doktor kesehatan juga begitu? 
 

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
  
Panjang, Yang Mulia. 
  

7. KETUA: SALDI ISRA 
 
Terlalu banyak, susah juga kita membacakan. 
Ya, sesuai dengan … apa … sesuai dengan Sidang Pendahuluan kita 

pertama bahwa Pemohon diberi waktu untuk melakukan perbaikan, dan 
perbaikan permohonannya sudah sampai di kami, dan kami sudah 
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membaca. Namun demikian, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan 
pokok-pokok perbaikan. Jadi tidak harus membaca … apa saja yang 
diperbaiki? Disampaikan secara ringkas saja! Dipersilakan. 

 
8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 

 
Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas waktu yang diberikan Yang Mulia 

Majelis Hakim yang saya hormati. 
Terkait masalah permohonan kami, yaitu pengujian Pasal 58 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
Undang-Undang Dasar Negara … yang bertentangan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Kami memperbaiki dengan beberapa pokok hal. Yang pertama, 
terkait penulisan pasal, dimana Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 kami tempatkan di awal. Kemudian yang kedua adalah 
berkaitan dengan masalah bukti-bukti, dimana di dalam perbaikan kami 
sebelumnya melampirkan hanya ada 4. Kami melampirkan yang pertama 
adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang keempat adalah Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Yang kelima adalah 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil. Yang keenam adalah Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 
2018 (…) 

 
9. KETUA: SALDI ISRA 

 
Ya, ini di belakang, ya? Sudah kita lihat ini semua.  
 

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

11. KETUA: SALDI ISRA 
 
Silakan. Ada lagi? 
 

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Yang lain adalah berkaitan dengan masalah Legal Standing, Yang 

Mulia. Kami mencoba menekankan adanya Pemohon, yaitu Ahmad Ihsan 
yang dalam kapasitas ini (…) 
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13. KETUA: SALDI ISRA 
 
Itu poin 6, ya?  
 

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Ya. 
 

15. KETUA: SALDI ISRA 
 
Poin 6, halaman 5? 
 

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
4, 5, poin … halaman 4, Yang Mulia. 
 

17. KETUA: SALDI ISRA 
 
Oke. 
 

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan Posita.  
Kami menegaskan terkait inkonstitusionalitas dalam Pasal 58 ayat (1) 

dengan beberapa peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28D … C ayat (1), sebagaimana (…) 

 
19. KETUA: SALDI ISRA 

 
Sampai H, ya … oke, halaman 7, ya? 
 

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Halaman 7, Yang Mulia. 
 

21. KETUA: SALDI ISRA 
 
Terus? 
 

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Kemudian, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Kami 

menegaskan terkait Petitum sebagaimana tertuang di halaman 12, yaitu 
menyatakan Pasal 58 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana pasal-pasal 
kami uraikan di halaman 12 tersebut.  

Di dalam penegasan, kemudian kami mencoba mengatakan … 
menegaskan bahwa Permohonan kami dalam Pasal 58 ayat (1) itu 
konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai ‘untuk mengisi kebutuhan 
tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa 
pengabdian’. Jadi itu yang coba kami tegaskan dalam Permohonan kami, 
Yang Mulia.  

Demikian, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. 
 

23. KETUA: SALDI ISRA 
 
Ya, jadi di Petitum ini diurai, ya? 
 

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

25. KETUA: SALDI ISRA 
 
Di angka 2 itu, “Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Pasal 28H 
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4),” dan seterusnya, ya? 

 
26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 

 
Baik, Yang Mulia. 
 

27. KETUA: SALDI ISRA 
 
Baru di 3-nya diberi … apa namanya … konstitusionalitas bersyarat. 
 

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

29. KETUA: SALDI ISRA 
 
Coba dibacakan apa yang bersyarat itu, pengadaan … coba 

dibacakan? 
 

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia.  
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Saya bacakan di poin 3 bahwa menyatakan Pasal 58 ayat (1) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6) yang menyatakan bahwa pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk 
mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional 
dalam suatu instansi pemerintah konstitusional bersyarat sepanjang 
dimaknai ‘dengan untuk mengisi kebutuhan jumlah tenaga yang 
dibutuhkan sesuai dengan beban kerja pelayanan dan masa pengabdian’, 
Yang Mulia. 

 
31. KETUA: SALDI ISRA 

 
Oke. Ada lagi tambahannya? 
 

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Itu cukup, Yang Mulia. 
 

33. KETUA: SALDI ISRA 
 
Cukup. Kalau begitu kita cek, ya? 
 

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

35. KETUA: SALDI ISRA 
 
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9? 
 

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

37. KETUA: SALDI ISRA 
 
Benar? 
 

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Benar, Yang Mulia. 
 

39. KETUA: SALDI ISRA 
 
Bukti sudah diverifikasi dan kita sahkan, ya? 
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40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

41. KETUA: SALDI ISRA 
 
 
 
Demikian, tidak ada catatan tambahan dari kami Majelis Panel dan 

kami beritahu kepada Saudara, perbaikan sudah kami terima. 
 

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
 

43. KETUA: SALDI ISRA 
 
Dalam pengertian perbaikan ini substansinya akan kami sampaikan 

ke RPH, nanti RPH-lah yang akan memutuskan, apakah Permohonan 
Saudara ini mau diteruskan ke Pleno atau berhenti sampai di sini dan 
segala macamnya. 

 
44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 

 
Baik, Yang Mulia. 
 

45. KETUA: SALDI ISRA 
  
Jadi, Anda harap bersabar dan perkembangan selanjutnya akan 

diberitahu oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya? 
 

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI 
 
Baik, Yang Mulia. 
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47. KETUA: SALDI ISRA 
 
Cukup. Dengan demikian, persidangan perbaikan permohonan 

dinyatakan selesai dan sidang ditutup. 
 
 
 

 
 
Jakarta, 6 Februari 2019 
Panitera, 

 
           t.t.d. 
       
 

      
Muhidin 
NIP. 19610818 198302 1 001 
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